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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam
kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa
selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang
tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun
daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin
yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor
0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab
(A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:



Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= Ba B Be

= Ta T Te

- Sa S Es (titik diatas)

d Jim J Je

C Ha H Ha (titik diatas)
c Kha Kh Ka dan Ha

? Dal D De

. Z Z Zet (titik diatas)
2 Ra R Er

) Zai Z Zet

o Sin S Es

. Syin Sy Es dan ye
o= Sad S Es (titik di bawah)
o= Dad D De (titik di bawah)
= Ta T Te (titik di bawah)
= Za Z Zet (titik di bawah)
d ‘Ain C Apostrof terbalik
d Gain G Ge

= Fa F Ef

Qof Q Qi

. Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

© Nun N En




~ Wau We

A Ha Ha
s/ Hamzah - Apostrof

¢ Ya Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
! Kasrah I I
°) Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatar harakat

dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ ) Fathah dan ya Al Adan |
3) Fathah dan Wau lu Adan U
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D. Ta’ Marbuthah
Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta” marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya g y4J] 8/(+,Jl menjadi alrisalat li al-mudarrisah atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudaf dan mudaf

alaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya W& 4>y v menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal

kalimat, sedangkan ““al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang
disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan......

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan......

3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga

Xii



dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: gijyl ¢ ¢ b ds — wa innallaha lahuwa khairur- razigin.
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh: Jg«y JIl dea> g - wa maa Muhammadun illa Rasul.
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan jika penelitian itu disatukan dengan xv kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapitaltidak

dipergunakan. Contoh: buzs Il J& - lillahi al-amru jami’an. Bagi mereka

yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006, 2023. Efektivitas Pelaksanaan Sidang
Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022. Skripsi. Program
Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata kunci: Efektivitas; Pengadilan Agama Magetan; Sidang Keliling

Luasnya wilayah serta banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama
membuat Mahkamah Agung berinovasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.
Adanya aturan tersebut, Pengadilan Agama Magetan kemudian menyikapi PERMA
Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk sidang keliling yang dilaksanakan setiap tahun.
Praktik sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022
pada kenyataanya data perkara yang diterima masih belum stabil (fluktuatif). Penelitian
ini mengkaji pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan menggunakan
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan
menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu mengkaji efektivitas berjalannya
hukum dalam masyarakat. Data diperoleh menggunakan metode wawancara kepada
hakim, panitera, camat, kepala desa, dan dokumentasi. Pengolahan datanya
menggunakan teknik editing, klasifikasi dan analisis. Kemudian dianalisis dengan
menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di
Pengadilan Agama Magetan yang dilaksanakan setiap tahunnya belum stabil karena
beberapa faktor. Persidangan keliling di Pengadilan Agama Magetan jika dilihat dari
efektifitas hukum Soerjono Soekanto didasarkan pada 5 faktor, yaitu faktor hukum,
faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor
budaya. Dari kelima faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan
kurang efektifnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan, yaitu
faktor penegakan hukum, dimana dengan terbatasnya jumlah hakim menyebabkan
pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilaksanakan di satu tempat saja.
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ABSTRACT

Rizza Fardya Ningsih, NIM 19210006, 2023. The Effectiveness of Implementing
Circuit Courts at the Magetan Religious Court ini 2017-2022. Thesis.
Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University
of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Effectiveness; Religious Court Magetan; Mobile Courts

The large area and the large number of cases submitted to the Religious
Courts have made the Supreme Court innovate by issuing Supreme Court Regulation
(PERMA) No. 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. With this
regulation in place, the Magetan Religious Court then responded to PERMA Number
1 of 2015 in the form of a mobile court which is held every year. In reality, the practice
of mobile courts carried out by the Magetan Religious Court in 2017-2022 is that the
case data received is still unstable (fluctuating). This research examines the
implementation of mobile courts at the Magetan Religious Court using Soerjono
Soekanto's theory of legal effectiveness.

This research is included in empirical legal research, using a juridical-
sociological approach, namely examining the effectiveness of law in society. Data was
obtained using interview methods with judges, clerks, sub-district heads, village heads,
and documentation. Data processing uses editing, classification and analysis
techniques. Then analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The results of the research show that the implementation of the mobile court
at the Magetan Religious Court which is held every year is not yet stable due to several
factors. When viewed from Soerjono Soekanto's legal effectiveness, mobile trials at the
Magetan Religious Court are based on 5 factors, namely legal factors, law enforcement
factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. Of
these five factors, there are several factors that indicate the ineffectiveness of the
implementation of mobile courts at the Magetan Religious Court, namely the law
enforcement factor, where the limited number of judges means that the implementation
of mobile courts can only be held in one place.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan peradilan yang mengadili rakyat yang
beragama islam mengenai perkara perdata seperti nikah, talak, rujuk, cerai, wakaf,
waris, hibah, shadagah, dan baitulmal.! Menurut Yahya Harahap, Pengadilan
Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial
power) di Indonesia dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat pencari
keadilan, serta berfungsi sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban, dan
sebagai kepastian hukum. Prinsip keadilan yaitu keadilan harus dapat dijangkau
secara menyeluruh (universal), artinya setiap anggota masyarakat berhak
mendapatkan keadilan tanpa membedakan kaya atau miskin, seberapa
terpelajarnya mereka, ataupun seberapa jauh tempat tinggal mereka dari
Pengadilan.?

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia yang berkedudukan di ibukota
Kabupaten atau Kota juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari
keadilan yang berada di daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Kesulitan dalam

hal transportasi, jarak tempuh ataupun keuangan merupakan permasalahan yang

! Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 6.

2 Diah Ayu Lestari, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Kalianda)” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),
http://repository.radenintan.ac.id/3540/
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sering muncul masyarakat yang umumnya minim pengetahuan dikarenakan
mengalami kesulitan tersebut akhirnya beranggapan bahwa penyelesaian perkara
melalui pengadilan cenderung kaku, dan terlalu formal serta prosedural, dengan
adanya hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum supaya
keadilan tidak hanya dapat di rasakan kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan
dapat menjangkau semua anggota masyarakat.

Karena permasalahan inilah Mahkamah Agung membuat peraturan yang
tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Tujuan dari terbitnya
PERMA No. 1 Tahun 2015 ini terdapat pada pasal 2 butir a dan b, yakni pertama,
untuk meningkatkan akses pelayanan hukum; kedua, membantu warga/masyarakat
terutama yang tidak mampu agar memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah,
dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biayanya ringan.*
Lalu yang menjadi sasaran yang menerima manfaat atas peraturan tersebut yakni
pertama, anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum
dicatatkan. Kedua, masyarakat yang tidak mampu dan sulit mendapatkan akses
pelayanan di Kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota dan KUA, baik secara ekonomi maupun letak geografisnya.

3 Ricky Azhar Awaluddin, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1a” (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung, 2020) http://repo.uinsatu.ac.id/18258/

4 Pasal 2 ayat a dan b PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
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Ketiga, anggota masyarakat yang berasal dari kelompok rentan, termasuk
perempuan, anak-anak, hingga penyandang disabilitas. Keempat, anggota
masyarakat yang tidak memiliki akses informasi dan konsultasi hukum yang dapat
dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.®

Salah satu wujud dari PERMA tersebut adalah sidang keliling, yaitu sidang
yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat
diluar Pengadilan, akan tetapi masih dalam wilayah hukumnya. Adanya program
Sidang keliling ini tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya program ini adalah lokasi sidang
lebih dekat dengan tempat tinggal pihak yang berperkara, biaya transportasi yang
dibutuhkan juga tidak terlalu banyak atau lebih ringan, serta lebih menghemat
waktu.®

Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan yang terletak di
Kabupaten Magetan yakni tepatnya di ujung barat Provinsi Jawa Timur dengan
pusat pemerintahannya di Kota Magetan. Letaknya di kaki Gunung Lawu dengan
luas Kabupatennya adalah 688,85 km? yang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan

27 kelurahan. Sedangkan beberapa daerah yang menjadi target pelaksanaan sidang

5 Pasal 4 ayat a-d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

& Muhammad Zaki Hidayatullah, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam
Penyelesaian

Perkara Hukum Keluarga”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,no. 2(2016): 218 https://e-journal.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0
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Keliling diantaranya Kecamatan Panekan, Kawedanan, Bendo, Takeran, Plaosan,

dan Lembeyan.”

Tabel 1
Laporan pelaksanaan Sidang Keliling PA Magetan tahun 2017-2022
No. Tahun (Bulan) Jumlah perkara
1 2017 19 Perkara
2 2018 15 Perkara
3 2019 27 Perkara
4 2020 18 Perkara
5 2021 16 Perkara
6 2022 72 Perkara
Total Perkara 160 Perkara

Sumber: Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling PAMagetan tahun 2017-2022 (6 Maret 2023)

Berdasarkan data laporan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama
Magetan yang dapat dikatakan belum stabil, kemudian untuk meneliti praktik
sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Magetan supaya dapat mengetahui
faktor apa saja yang menjadikan pelaksanaan sidang keliling belum stabil
(fluktuatif). Sidang keliling yang dilaksanakan PA Magetan sejak tahun 2013
adalah prinsip justice for all dan justice for poor yang mendasari adanya
pelaksanaan sidang keliling ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 10 Tahun 2010. Tim sidang keliling terdiri atas Majelis Hakim, Hakim

Mediator, Panitera Pengganti, Kasir, Admin, Operator, dan juga Sopir.®

" Admin PA Magetan, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan,” Website Pengadilan Agama Magetan,
08 Maret 2019, diakses 27 Februari 2023, http://www.pa magetan.go.id/tentang-pengadian/profil-
pegawai/78-tentang-pengadilan/147-yurisdiksi

8 “PA Magetan Gelar Sidang Keliling | (12/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed
October 2, 2023, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-
magetan-gelar-sidang-keliling-126.
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Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis melakukan penelitian terhadap
pelaksanaan sidang keliling dan faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan
sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dan untuk mengetahui lebih lanjut
penulis melakukan penelitian dan mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan
Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan
yang ingin diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

Magetan pada tahun 2017-2022?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

Magetan tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

Magetan tahun 2017-2022

2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

Magetan tahun 2017-2022 berdasarkan teori

D. Manfaat Penelitian
Sebagaimana tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini memiliki

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.



1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi
kontribusi dalam hal keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi bagi para
mahasiswa Fakultas Syariah ataupun masyarakat guna perkembangan ilmu
pengetahuan tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan
sidang keliling ini.
2. Manfaat Praktis
Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa ataupun
khalayak umum yang ingin meneliti terkait pelaksanaan sidang keliling
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat.
E. Definisi Operasional
Supaya mempermudah penulis dan pembaca, ada beberapa istilah yang akan
penulis jelaskan sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan penafsiran, dengan
rincian sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti terjadinya akibat dari
sebuah perbuatan. Sedangkan efektivitas merupakan tercapainya suatu
sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan sebelumnya.®
Teori Sistem Hukum Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu

hukum itu ditentukan lima faktor, diantaranya: 1) faktor hukumnya sendiri

® Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama
Bangko”,  (Undergraduate  Thesis, Universitas  Thaha  Saifuddin  Jambi,  2021),
http://repository.uinjambi.ac.id/10078/
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(Undang-Undang), 2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan hukum, 4) faktor masyarakat, yakni
lingkungan dimana hukum itu diterapkan, 5) faktor kebudayaan, sebagai
hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada lingkungan.*®

2. Sidang Keliling merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar
gedung pengadilan untuk ditujukan bagi masyarakat yang memiliki
hambatan untuk datang ke pengadilan dikarenakan jarak tempuh yang jauh
atau biaya transport.!

3. Pengadilan Agama Magetan merupakan kantor pengadilan kelas 1B yang
terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kantor Pengadilan ini bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat
pertama orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wagaf, dan shadagah yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam. 2

F. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) bab, dimana setiap bab nya

memiliki sub-bab yang isinya menerangkan pembahasan yang berbeda-beda.

10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2007),8.

11 Gilang Akbar El-Hakam, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan
Agama Garut”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486

12 “Beranda || Home,” accessed October 3, 2023, https://www.pa-magetan.go.id/.
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Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam gambaran penelitian dan
hubungan bab satu dengan bab selanjutnya memiliki korelasi yang erat, maka
dengan itu penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi penjelasan latar
belakang penelitian, yang berisi mengenai penjelasan berupa alasan penulis
tertarik meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang ada di
Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022. Selanjutnya, bab | ini juga
menyebutkan mengenai rumusan masalah, dalam rumusan masalah ini yang
akan menjadi bahan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi ini, terdapat
dua rumusan masalah yang penulis cantumkan, yakni yang pertama, mengenai
prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama tahun 2017-2022,
kedua mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling di PA Magetan tahun
2017-2022, lalu terdapat juga sub bab tujuan penelitian dan manfaat penelitian,
manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan
sistematika pembahasan. Kemudian dijabarkan secara singkat mengenai judul
penelitian dan dijabarkan terkait beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab
definisi operasional.

Bab 11 yakni berisi Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya membahas
mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar
acuan dalam melakukan analisis terkait penelitian. Selain itu, penulis juga
memasukkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan agar tidak

terjadi pengulangan penelitian.



Bab 111 yaitu Metode Penelitian, yang didalamnya membahas mengenai
jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, lalu
pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-
sosiologis, selanjutnya yaitu lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama
Magetan, sub bab selanjutnya adalah jenis dan sumber data, terdapat data
primer dan data sekunder, lalu metode pengumpulan data, yang digunakan
adalah wawancara, dan dokumentasi, yang terakhir metode pengolahan data
yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Bab IV penulis memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu
mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama
Magetan Tahun 2017-2022, penjabaran dalam bab ini sesuai dengan apa yang
ada dalam rumusan masalah.

Bab V yakni bab terakhir yang merupakan uraian kesimpulan dan saran
dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di
Pengadilan Agama Magetan Tahun 2017-2022. Kesimpulan berisi tentang
penjelasan secara umum yang berkaitan dengan jawaban yang ada dalam
rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan dari penulis teruntuk
Pengadilan Agama Magetan secara khusus, serta pihak atau masyarakat yang
terlibat dalam pembahasan skripsi ini. Selain itu di bagian akhir juga berisi

daftar pustaka dan lampiran lampiran.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk melakukan sebuah
penelitian. Penulis dapat mengangkat beberapa penelitian yang digunakan sebagai
referensi bukti kebenaran dan keabsahan atau keaslian penelitian dan untuk
memperkaya bahan kajian. Berikut beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan
yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian oleh Moch. Ferdy Nur Rozikin

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Ferdy Nur Rozikhin, mahasiswa
jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang tahun 2022. Penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program GEMPAR
dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi pada Pengadilan Agama
Tanjung). Skripsi tersebut membahas mengenai pandangan hakim PA Tanjung dan
masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program GEMPAR dan
bagaimana efektivitas kegiatan program GEMPAR dalam mewujudkan PERMA
No. 1 Tahun 2015 kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pandangan Hakim Pengadilan
Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program
GEMPAR vyakni bahwasan nya program ini telah sejalan dengan PERMA No. 1

Tahun 2015 dan menurut masyarakat pedalaman program ini bermanfaat dan



membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program ini juga
ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwasan nya dari kelima
faktor terdapat salah satu faktor yaitu faktor Masyarakat. Berdasarkan hasil analisis
menunjukkan bahwa masyarakat disana masih kurang rasa kesadaran atas
pentingnya nilai hukum.*®
2. Penelitian oleh Ahmad Soleh Hasibuan

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh Hasibuan, dengan judul
penelitiannya Efektivitas Sidang Keliling dalam Penerapan Asas Persidangan
Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan) tahun 2021. Artikel tersebut membahas mengenai efektivitas
sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dilihat dari asas
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian
lapangan. Faktor efektivitasnya dilihat dari beberapa faktor seperti faktor biaya
dalam masyarakat dinilai efektif karena dapat meringankan kebutuhan masyarakat.
Tetapi kurang efektif bagi pihak Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena biyaa
yang dihabiskan untuk program ini menjadi lebih besar. Faktor jarak dan waktu
dinilai efektif bagi masyarakat karena lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,
sedangkan kurang efektif bagi Pengadilan Agama, karena memulai sidang akan

lebih lama. Faktor proses penyelesaian perkara, apabila hanya dihadiri tergugat

13 Moch. Ferdy Nur Rozikhin, “Efektivitas Program GEMPAR dalam mewujudkan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi
pada Pengadilan Agama Tanjung)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/37575/
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(verstek) dan perkara yang hanya tinggal putusan, sidang keliling dapat dinila
efektif, sedangkan jika perkaranya dihadiri oleh kedua belah pihak, sidang keliling
dinilai kurang efektif karena terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan
hukum acara. Maka dalam penerapan asas persidangan sederhana, cepat, dan biya
ringan belum sepenuhnya terlaksana dalam sidang keliling di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan.

3. Penelitian oleh Hendri Noferi

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Noferi dengan judul Efeketivitassidang
keliling dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, studi kasus sidang
keliling Pengadilan Agama Muara Labuh dalam penyelesaian perkara perceraian
tahun 2019. Penelitian efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan kesadaran
hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara perceraian diKabupaten Solok
Selatan dapat dilihat dari data pertambahan jumlah perkara perceraian di setiap
tahunnya sesudah adanya pelaksanaan sidang keliling.

Sidang keliling mendapatkan respon positif oleh masyarakat, adanya sidang
keliling masyarakat memberikan respon dengan cara melegalkan perceraian mereka
melalui sidang keliling. Kesadaran hukum masyarakat juga dilatarbelakangi adanya
sosialisasi hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga

membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya perceraian secara legal. Faktor

14 Ahmad Soleh Hasibuan, “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENERAPAN ASAS
PERSIDANGAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (Studi Di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan),” HUKUMAH: Jurnal Hukum lIslam 4, no. 1 (June 19, 2021): 1-14,
https://doi.org/10.55403/hukumah.v4il.244.
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lain yang mendukung adalah karena masyarakat ingin menikah kembali secara
resmi menurut aturan pernikahan di Indonesia.’®
4. Penelitian oleh M. Zaki Hidayatullah

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki Hidayatullah, staff KUA Sampit,
dengan judul penelitiannya Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit
dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga, tahun 2016. Penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama
Sampit sudah efektif, hukum acara yang digunakan juga hukum acara yang telah
berlaku pada persidangan biasa, perbedaanya hanya pelaksanaannya yang berada di
Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.'®
5. Penelitian oleh Diah Ayu Lestari

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Lestari, mahasiswa Fakultas
Syariah jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, dengan judul penelitiannya Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang
Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda) tahun 2018. Penelitian ini
mencari tahu bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama
Kalianda dan tinjauan hukum islam mengenai praktik sidang keliling yang ada di

Pengadilan Agama Kalianda.

1> Hendri Noferi, “Efektifitas Sidang Keliling Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;
Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Muara Labuh Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,”
Jurnal AL-AHKAM 10, no. 2 (December 19, 2019): 103-21,
https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1861.

16 “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga
| Hidayatullah | Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat,” accessed September 25, 2023, https://e-
journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0.
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Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan
sidang keliling sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan
Agama, yang membedakan hanya tempat pelaksanaannya yang berada di luar
gedung Pengadilan Agama, selain itu sidang keliling menurut Hukum Islam konsep

maslahah mursalah dan maqashid syariah telah sesuai.’

7 Diah Ayu Lestari,” Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kalianda),” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),
http://repository.radenintan.ac.id/3540/
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Terpadu Sidang Keliling
Isbat Nikah (Studi pada
Pengadilan Agama
Tanjung), 2022

No Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Moch. Ferdy Nur | Adanya Perbedaan pada fokus
Rozikhin, Efektivitas | kesamaan dalam | permasalahan yang dikaji
Program GEMPAR | objek penelitian | yaitu oleh penulis sebelumnya
dalam Mewujudkan | yakni sidang | berkaitan  dengan  sidang
Peraturan Mahkamah | keliling keliling Isbat nikah sedangkan
Agung No. 1 Tahun 2015 penulis tentang efektivitas
tentang Pelayanan sidang keliling yang dilakukan

pada tahun tertentu yakni
tahun 2017-2022

2. | Ahmad Soleh Hasibuan, | Kesamaan dalam | Perbedaan dalam konteks nya
Efektivitas Sidang | fokus penelitian | yakni Asas cepat, dan biaya
Keliling dalam Penerapan | berupa ringan, tempat penelitian,
Asas Persidangan Cepat, | efektivitas sedangkan  penelitian  ini
Sederhana, dan Biaya | pelaksanaan menggunakan teori sistem
Ringan (Studi di | sidang keliling hukum Soerjono Soekanto
Pengadilan Agama
Padangsidimpuan), 2021

3. | Hendri Noferi, | Penelitian Perbedaan pada fokus
Efeketivitas Sidang | mengenai sidang | permasalahan kesadaran
Keliling dalam | keliling hukum masyarakat dalam
Meningkatkan Kesadaran penyelesaian perkara
Hukum Masyarakat, perceraian sedangkan penulis
Studi  Kasus  Sidang mengenai keefektifitasan
Keliling Pengadilan pelaksanaan sidang keliling
Agama Muara Labuh secara umum
dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian, 2019

4. | M. Zaki Hidayatullah, | Penelitian Perbedaan pada fokus
Efektivitas Sidang | mengenai permasalahannya, penulis
Keliling Pengadilan | efektivitas terdahulu lebih menekankan
Agama Sampit dalam | sidang keliling pada implementasi hukum
Penyelesaian Perkara acara pelaksanaan sidang

Hukum Keluarga, 2016

keliling, sedangkan penelitian
ini berfokus pada efektivitas
pelaksanaan sidang keliling
pada 5 tahun terakhir
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No Penelitian Persamaan Perbedaan

5. | Diah Ayu Lestari, | Penelitian Perbedaan dalam penggunaan
Tinjauan Hukum Islam | mengenai sidang | dasar hukum, penulis
tentang Sidang Keliling | keliling sebelumnya berdasarkan
(Studi Kasus di hukum islam, sedangkan
Pengadilan Agama penulis menggunakan teori
Kalianda), 2018 hukum Soerjono Soekanto

B. Kerangka Teori
1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
Asal kata efektivitas sendiri berasal dari kata ‘efektif” yang artinya tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dalam
suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan dalam melaksanakannya disebut
dengan efektivitas. Efektivitas hukum berarti bahwa orang yang benar-benar berbuat
sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma tersebut
benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Hukum sendiri memiliki tujuan yakni untuk
mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan pada masyarakat.
Dalam kepastian hukum sendiri menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah
hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaedah-kaedah tersebut harus
dilaksanakan dengan tegas.'®
Sedangkan, menurut Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip oleh Soerjono

Soekanto, beberapa fungsi hukum meliputi bidang pembangunan, yakni sarana

18 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” Tarbiyah bil Qalam: Jurnal
Pendidikan Agama dan Sains, no.1(2022):51
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as sdt=0%2C5&g=EFEKTIVITAS+HUKUM+DAN+FUN
GSI+HUKUM+DI+INDONESIA&btnG
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pembangunan masyarakat, yang berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam
pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Selain
itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi menyalurkan arah kegiatan warga
masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa
fungsi hukum diatas sudah seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai
system pengendalian sosial. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum
sebagai kaidah, yakni sebagai patokan mengenai sikap atau perilaku yang pantas.
Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional. Efektivitas hukum
dalam tindakan dapat di ketahui ketika suatu kaidah hukum itu berhasil atau gagal
dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat diketahui dengan meihat apakah pengaruhnya
berhasil mengatur suatu perilaku tertentu sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan
tersebut atau tidak.*®

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum
bukan semata-mata hanya pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam
kenyataanya di Indonesia cenderung demikian. Masalah pokok dalam penegakan
hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut diantaranya
faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima

faktor tersebut saling berkaitan, dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.?°

19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007),8.
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, 9.
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1. Faktor Hukum
Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang/Peraturan
tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk umum. Hukum
berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktiknya,
hukum ada kalanya terjadi pertentangan anatara kepastian hukum dengan
keadilan. Kepastian hukum yang sifatnya konkret/nyata, sedangkan keadilan
bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara hanya
berdasar Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak
tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya
keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat
dari sudut tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam
masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.?
2. Faktor Penegak Hukum
Faktor Penegak Hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah aparatur
atau orang yang dapat menegakkan hukum dan yang mampu memberikan
kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum. Aparatur penegak hukum
menyangkup pengertian institusi penegak hukum dan aparat (orangnya)

penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit seperti

21 Spekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,9.
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dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir
lembaga pemasyarakatan.??
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang memiliki fungsi
sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup manusia yang
berpendidikan dan terampil, memiliki jiwa organisasi yang baik, peralatannya
yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Maka dasri itu, apabila
fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan
nencapai tujuannya.>
4. Faktor Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan
hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat perkotaan
sadar bahwasanya mereka membutuhkan hukum dan mereka sadar hukum itu
bertujuan baik guna mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.
Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat
berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka
taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu
baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka

patuh pada hukum karena dimintakan, atau bahkan dipaksakan oleh para

22 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,10.
23 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,11.
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pemimpinnya (formal atau informal) bisa juga karena perintah agama atau
kepercayaannya.?*

Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern telah
terjadi pergeseran—pergeseran bahwa akibat dari faktor—faktor tertentu
menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada.
Sehingga pada akhirnya juga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan
hukum Masyarakat. Salah satunya adalah dikarenakan faktor penegak hukum
yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan—
tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu, bahkan juga banyak
masyarakat yang tentunya merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak
hukum.®

5. Faktor Kebudayaan
Dalam pembahasan faktor ini berbeda dengan faktor masyarakat. Karena
dalam pembahasan ini diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau non-material. Oleh Friedman, budaya hukum ini
dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana system hukum

memperoleh tempat dalam budaya masyarakat.?

24 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, 10.

25 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indoenesia”, Jurnal Pendidikan Agama
dan Sains, (2022), 51-52

% Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum”, (1987), 62
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2. Sidang Keliling
A. Pengertian dan Tujuan Sidang Keliling

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 8
telah ditentukan bahwa Sidang Keliling merupakan sidang yang dilaksanakan secara
berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat atau daerah yang masih
dalam wilayah yurisdiksinya. Adapun maksud dari sidang keliling sendiri itu adalah
sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan, yakni di kantor
kecamatan tempat dilaksanakan sidang tersebut misalnya, dan sidang ini di maksudkan
untuk masyarakat yang mengalami hambatan seperti jarak, transportasi maupun biaya
jika harus mendatangi kantor pengadilan.?’

Sidang Keliling bertujuan untuk memberikan akses kemudahan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama dan
terhambat oleh jarak maupun biaya untuk menuju Pengadilan setempat.® Ruang
lingkup perkara yang ditangani dalam sidang keliling bersifat sederhana. Jenis perkara
yang diajukan melalui sidang keliling diantaranya isbat nikah, ceria gugat, cerai talak,
hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Norma hukum yang mengatur mengenai
sidang keliling terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Sidang di luar Pengadilan.

2" M. Zaki Hidayatullah, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian
Perkara Hukum Keluarga”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, n0.2(2016):217, https://e-journal.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/480/0

2 Gilang Akbar El-Hakam, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan
Agama Garut”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486
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Sedangkan ketentuan khususnya di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang
sidang diluar pengadilan negeri dan pengadilan agama.?

B. Dasar Hukum Sidang Keliling

Berkaitan dengan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan dalam

rangka penerbiatan akata perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran oleh Pengadilan
Negeri maupun Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah yang diatur dalam PERMA
No. 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pelayanan terpadu yang dilakukan
oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, diwujudkan
dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling. Pelayanan tersebut meliputi:

a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara lainnya oleh
Pengadilan Negeri/Mahkamah Syariah berkaitan dengan kepentingan
pencatatan perkawinan dan kelahiran.

b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

c. Pencatatan kelahiran. Manfaat adanya pelayanan terpadu dapat dirasakan
oleh:

1. Masyarakat yang mengalami permasalahan seperti pernikahannya atau

kelahirannya belum dicatatkan.

29 Endang Mahulette, “Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Masohi
Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ambon,
2020), http://repository.iainambon.ac.id/2006/1/BAB%201.111.V.pdf
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2. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit untuk dapat pelayanan di
gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi
maupun letak geografisnya.

3. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak
dan penyandang disabilitas.

4. Anggota masyarakat yang tidak dapat mengakses pada informasi dan
konsultasi hukum, sehingga dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan
ketentuan yang berlaku.*

Adapun mengenai regulasi Sidang Keliling Pengadilan Agama berpedoman pada
ketentuan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

a. Surat Edaran Dirjen Badilag MA-RI No0.0335/DjA/HM.00/11/2013
mengenai Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo dengan
Lampiran: S.K Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan
Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang Pedoman Sidang
Keliling di Lingkungan Peradilan Agama atau disebut dengan Buku
Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING)

b. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

% Bambang Isa Amsari, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Isbat Nikah di Kabupaten
Siak Tahun 20217, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2022),
https://repository.uin-suska.ac.id/58733/
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c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
RI No. 0508.a/DjA/HK.00/111/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.3!

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan
yang sama di hapadan hukum. Selanjutnya Surat Keputusan tentang pelaksanaan
SEMA No. 10 Tahun 2010 oleh Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan
Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, SK No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan
020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB Il mengatur mengenai Penyelenggara
Sidang Keliling. Lalu, pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan
Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di lingkungan Peradilanagama
No. 01/SK/TUADA-AG/1/2013, yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan
sidang keliling secara lengkap, mulai dasar hukum, pengertian,persiapan, pelaksanaan,
biaya, koordinasi hingga pelaporan sidang keliling.

Diselenggarakannya sidang keliling yang terdapat pada SEMA No. 10 Tahun

2010 yang diatur pada Pasal 11-12 yang bunyinya:

31 Gilang Akbar El-Hakam, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan
Agama Garut”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61486
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1. Pasal 11, yaitu:

a. Sidang Keliling dilaksanakan pada lokasi yang daerahnya jauh dari
Kantor Pengadilan Agama atau lokasi yang sulit ditempuh oleh pihak
yang ingin mendapatkan keadilan, baik dari segi transportasi, maupun
biayanya.

b. Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, seperti kantor
Kecamatan Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung serba
guna lainnya

c. Ruang sidang keliling diusahakan seperti ruang persidangan seperti di
kantor untuk menjaga martabat pengadilan.

2. Pasal 12, yang berisi:

a. Sidang keliling dilakasanakan sekurang-kurangya 1 majelis hakim

b. Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Pejabat dan para staf
Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan

Secara khusus tidak ada syarat dalam melaksanakan sidang keliling, akan tetapi
terdapat beberapa ketentuan supaya dapat dilaksanakannya sidang keliling, yakni:

a. Wilayah/daerahnya terpencil, maksudnya daerah yang letaknya jauh
dari lokasi kantor atau gedung pengadilan di wilayah Kabupaten/Kota

b. Daerah kabupaten lain, dimana di tempat itu tidak memiliki kantor
pengadilan yang masih dalam wilayah yuridiksinya

c. Daerah yang sulit untuk dijangkau fasilitas, prasarana maupun

transportasinya

27



d. Daerah yang lokasinya sulit dan jauh sehingga mengakibatkan
tingginya biaya pemanggilan ke wilayah yang bersangkutan

e. Banyaknya perkara yang masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data
perkara selama tiga tahun terakhir.®2

C. Bentuk dan Pelaksanaan Sidang Keliling
Sidang Keliling dibagi menjadi dua bentuk, yakni sidang keliling tetap dan
sidang keliling insidentil, yaitu:

a. Sidang keliling tetap, merupakan sidang yang dilaksanakan secara
berkala di suatu tempat/wilayah dimana sudah di tetapkan dan
dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya

b. Sidang keliling insidentil, merupakan sidang keliling yang dilakukan
sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap dikarenakan atas permintaan
atau usulan dari: masyarakat setempat, pemerintah daerah setempat,
atau kepala desa/kelurahan, instansi pemerintahan lainnya, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat
maupun perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.3

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di luar gedung pengadilan

yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang

32 Diah Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Kalianda)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),
http://repository.radenintan.ac.id/3540/

33 Muhammad Reza Dafa Wardana, “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam mewujudkan asas
sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo)”(Undergraduate thesis, Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), http://etheses.iainponorogo.ac.id/21375/
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langsung ke kantor Pengadilan karena alasan jarak, transportasi, maupun biaya. Sidang
keliling yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan biasanya dilaksanakan di balai
sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, ataupun tempat fasilitas umum
lainnya yang mudah untuk dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor
pengadilan. Hal ini bertujuan supaya lokasi sidang lebih dekat dengan anggota
masyarakat yang berperkara, dengan begitu mereka hanya mengeluarkan biaya
transportasi yang lebih ringan dan lebih menghemat waktu proses penyelesaian
perkara.3
3. Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas
dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi
orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan
shodagoh. Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan agama kelas 1B.
Pengadilan kelas 1B dengan 1A selain memiliki perbedaan pada statusnya juga
memiliki perbedaan pada keuangan atau tunjangan pegawai, baik secara teknis maupun
non teknis, pembinaan aparatur, jumlah perkara yang ditangani, serta

infrastrukturnya.®

3% Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, “ Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum
Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya,” Jhaper, no.
2(2015), 101-106https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/14

3 «“Setelah Naik Kelas, Apa Lagi? - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed October 3,
2023, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/setelah-naik-
kelas-apa-lagi.
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Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi
Jawa Timur, sedangkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan meliputi
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten
Karanganyar. Wilayah Kabupaten Magetan memiliki luas 688,85 km?2. Untuk
mencapai suatu tujuan dan tercapainya tugas pokok dan fungsi dalam sebuah instansi
maka diperlukan sebuah visi dan misi di dalamnya. Visi dari Pengadilan Agama
Magetan yakni terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung dan Misi dari
Pengadilan Agama Magetan yaitu pertama, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan
Agama. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
dan transparan. Ketiga, meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Keempat,

mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.®

%  “Pengadilan Agama Magetan - Penelusuran Google,” accessed October 3, 2023,
https://www.google.com/search?q=pengadilan+agama+magetan&rlz.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris, atau
biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian hukum yang
diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dan dilakukan melalui
pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi. Sebuah metode
penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata, meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat secara langsung.*’
B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini meggunakan pendekatan yuridis-
sosiologis, yakni digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di
masyarakat.®® Penelitian ini adalah mengenai efektivitas dari implementasi
PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di
Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama Magetan, yang mana dengan
pendekatan ini penulis mengharapkan dapat menjelaskan hasil proses pelaksanaan
sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 lalu

menghubungkannya dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan

37 Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta:
Kencana, 2021),150.
3 Efendi, dan Ibrahim, Metode Penelitian Hukum,152.



Terpadu Sidang Keliling kemudian penulis analisis berdasarkan teori efektivitas

hukum milik Soerjono Soekanto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Magetan Kelas IB
yang berada di JI. Raya Magetan-Maospati Km. 06 Kec. Sukomoro Kab. Magetan.

Penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Magetan ini dikarenakan

letaknya yang cukup berada ditengah kota dengan begitu Pengadilan Agama

Magetan dapat menjangkau daerah wilayah yurdiksinya, meskipun tidak semua

daerah dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling, karena salah satu syarat suatu

daerah dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling adalah dikarenakan wilayah
tersebut termasuk daerah yang banyak menyelesaikan perkaranya di Pengadilan

Agama Kabupaten Magetan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian hukum
empiris ada 2(dua), yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Dalam
penelitian ini menggunakan sumber data:

1. Data Primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni
informan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan
Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan masyarakat yang telah mengikuti
pelaksanaan sidang keliling yang menjadi data pokok dalam penelitian ini

untuk memperoleh gambaran dan informasi yang sebenarnya.
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Tabel 1 Data Informan

No. | Nama Jabatan

1. | Wakhidah, S.H., S.H.l., M.H Hakim

2. | Drs. Mat Busiril, M.H Panitera

3. | Kunarsih Kasi Sosial Kec. Kawedanan
4. | Pulung Larson Fitroh Sahara Kepala Desa Sidorejo

2. Data Sekunder yang merupakan data pendukung dan pelengkap. Dimana data

ini mencakup statistik perkara, laporan pelaksanaan sidang keliling, penelitian

yang berwujud laporan, dan bahan pusataka lainnya yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, dibutuhkan serangkaian data yang

mendukung. Biasanya dalam penelitian empiris menggunakan metode wawancara

yang mendalam, kuesioner, observasi atau survei lapangan.®® Dalam penelitian ini

penulis menggunakan:

1. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,

dan pegawai kecamatan yang pernah ikut serta dalam pelaksanaan sidang

keliling guna mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan sistematis.

%Desmarita, “Efektivitas Penyelesaian
Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Bangko”, (Undergraduate Thesis, Universitas Thaha Saifuddin

Jambi, 2021), http://repository.uinjambi.ac.id/10078/
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2.

F.

1.

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data untuk mengumpulkan
informasi dan data secara mendalam, terdapat berbagai cara seperti melalui
buku, catatan, ataupun referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang
sesuai dengan topik yang diteliti
Metode Pengolahan Data
Pemeriksaan data

Pemeriksaan data ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan
olen penulis untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh setelah
pengumpulan data, supaya relevan dengan data yang diinginkan oleh penulis.*°
Oleh sebab itu, data-data yang sudah didapatkan nantinya akan penulis teliti
kembali, guna untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.
Klasifikasi

Klasifikasi ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan
menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga perlu bagi penulis untuk
mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara atau
lainnya agar penelitian yang dilakukan menjadi rinci dan terarah. Pada proses

ini, data-data yang sudah didapatkan dari informan ataupun dokumentasi akan

40 Muhammad Muhammad Zakiyurrahman, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim
Bagi Anak Hasil Zina: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengan
Provinsi Nusa Tenggara Barat” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),
http://etheses.uin-malang.ac.id/27807/
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dipilah kembali agar data-data tersebut sesuai untuk menjawab rumusan
masalah yang ada.
3. Verifikasi
Verifikasi disini penulis akan memeriksa kembali data dan informasi yang
telah di dapatkan, supaya mencapai ketepatan data dan sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh penulis. Dalam proses ini, penulis akan mengecek kembali
data-data hasil wawancara yang telah dilakukan dari seluruh informan agar
mencapai ketepatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
4. Analisis
Analisis data yaitu upaya untuk mencari dan menata kembali secara
sistematis segala hasil wawancara dan yang lainnya agar memudahkan
pemahaman penulis terkait topik yang dikaji.**
5. Kesimpulan
Langkah terakhir yaitu kesimpulan, dengan pernyataan ringkas yang
diperoleh dari data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap
ini penulis sudah mendapatkan kesimpulan yang kemudian menghasilkan

gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.*?

4 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Iimu Dakwah, no. 33 (2018): 81-95,
https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17133.2374.
42 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Skripsi Tahun 2022, (Malang, UIN Press, 2022), 26
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan
1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan

Pada awalnya Pengadilan Agama Magetan telah ada sejak masa awal
masuknya agama Islam di Pulau Jawa, yakni sekitar tahun 1600 M setelah zaman
kerajaan Demak. Pada saat itu masyarakat mengalami permasalahan seperti
sengketa dan perselisihan lalu mereka bertahkim melalui pemuka agama Islam,
begitu juga dengan masalah pernikahan, Talak, Cerai, Rujuk, Waris, Hibah, Wasiat
dan lain-lain diselesaikan dengan syariat Islam. Dengan adanya permasalahan
tersebut, maka secara dejure (yuridis formil) pemerintah Belanda mengakui adanya
praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882
mereka mengeluarkan Staatsblads, yang didalamnya mengakui berdirinya
Pengadilan Agama Magetan, secara formil. Sehingga awal berdirinya Pengadilan
Agama Magetan di pimpin oleh Raden Mochamad Sahid, beliau merupakan
seorang penghulu yang kemudian diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad
van Justite.*

Pengadilan Agama Magetan berdiri tahun 1888, yang dipimpin oleh Raden

Muhammad Mashud, yaitu seorang pemuka agama di Kabupaten Magetan, dan saat
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itu letak kantor masih menempati bangunan yang merupakan bagian dari Masjid
Agung Magetan, sebelum akhirnya pindah dan memiliki gedung kantor sendiri
yakni di JI. Basuki Rahmat No. 10 (Utara Aloon-aloon Kabupaten Magetan),
dengan kepemimpinannya Raden Muhammad Mashud yang berakhir tahun 1990.

Ketua yang keempat selanjutnya yaitu Drs. Nachrowi yang memimpin
Pengadilan Agama Magetan dengan masa jabatan beliau yang berakhir di tahun
1998, lalu dilanjutkan oleh Drs. H. Misro Ahmadi, SH dengan masa
kepemimpinannya yang berakhir tahun 2002. Berikutnya kepemimpinan di
Pengadilan Agama di Ketuai oleh Drs. H. Miswan, SH. MH yang menjabat sampai
dengan tahun 2006, pada masa ini terjadi peralihan Pengadilan Agama yang
sebelumnya di berada di bawah naungan Departemen Agama, sejak
diberlakukannya sistem peradilan satu atap yakni dibawah naungan Mahkamah
Agung (MA) mulai 1 April 2004 maka Pengadilan Agama resmi berada dibawah
naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Ketua yang ketujuh adalah Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum, beliau
memimpin Pengadilan Agama Magetan selama 2 Tahun lamanya hingga tahun
2008. Pada saat periode ini, Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan
pembangunan gedung baru yang telah disesuaikan dengan prototype dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas 1B, lalu

tidak lama kemudian, ketua Pengadilan Agama Magetan digantikan dengan Drs.

4 Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, https://www.pa-
magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)
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H. Mas’ud yang sekaligus melanjutkan Pembangunan gedung kantor Pengadilan
Agama Magetan, dan beliau menjabat sampai tahun 2010.

Kemudian tahun 2010 sampai tahun 2012, ketua Pengadilan Agama
Magetan yang dijabat oleh Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum, dimana pada
masa akhir jabatan beliau Pengadilan Agama Magetan berpindah Gedung baru
yang beralamatkan di JI. Raya Magetan-Maospati Km. 06 Magetan kurang lebih 6
Kilometer ke arah timur dari kantor lama. Selanjutnya ketua ke-10 dijabat oleh Drs.
Tamamul Abror SH dan memimpin hingga tahun 2013, kemudian digantikan oleh
Drs. H. Abd. Salam, SH., MH yang menjabat sampai tahun 2015.

Tahun selanjutnya yakni tahun 2015-2019 dipimpin oleh Drs. Achmad
Nurul Huda, MH. Pada periode ini tepatnya Tahun 2017, Pengadilan Agama
Magetan mendapatkan penghargaan dari Tim Sertefikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu (SAPM) dari Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan Predikat A-
Excellent. Setahun kemudian masih dibawah kepemimpinan yang sama,
Pengadilan Agama Magetan kembali memperjuangkan untuk mendapatkan
Predikat WBK dari Kemenpan-RB dengan dicanangkannya Pembangunan Zona
Integritas di Pengadilan Agama Magetan pada 05 Desember 2018, namun karena
beberapa hal pada akhirnya Pengadilan Agama Magetan masih belum memenubhi

kriteria untuk diajukan menjadi nominator peraih predikat WBK. #°

4 Pengadilan Agama MAgetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, https://www.pa-
magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)
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Lalu pada bulan Juli 2019 dipimpin oleh Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag., MH,
yang juga meneruskan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama
Magetan. Pada bulan Maret 2020 posisi beliau digantikan oleh Drs. Zainal Arifin,
MH, beliau menjadi Ketua ke-14, akan tetapi tidak sampai satu tahun pada bulan
Agustus beliau di mutasi ke tempat baru, lalu kepemimpinan digantikan oleh H.
Husnul Muhyidin, S.Ag, Wakil Ketua Pengadilan Agama, karena jabatan ketua di
Pengadilan Agama Magetan masih belum terisi. Pada bulan Februari 2021 H.
Husnul Muhyidin, S.Ag resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan
hingga bulan Juli 2021.

Bulan Juli 2021 Ketua baru yang dijabat oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M.
Sy, beliau memimpin sampai bulan September 2022, setelah itu digantikan oleh
Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H yang resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan
Agama Magetan pada 7 September 202246
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Magetan yakni Kabupaten
Magetan. Kabupaten Magetan terletak di sebelah ujung paling barat Provinsi Jawa
Timur. Dimana pusat pemerintahannta terletak di Kota Magetan. Letaknya di
antara 7 38” 30” LS dan 111 20’ 30” BT, batas fisiknya yakni:

- Sebelah utara: Kabupaten Ngawi

- Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun

% Pengadilan Agama Magetan “Sejarah Pengadilan Agama Magetan”, https://www.pa-
magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan (diakses pada tanggal 10 Mei 2023)
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- Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa
Tengah)

- Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu yang memliki luas
sekitar 688,85 Km? terdiri dari 19 Kecamatan, 208 Desa, 27 Kelurahan. Kabupaten
Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta
api lintas selatan Pulau Jawa, tetapi jalur tersebut tidak melintasi ibukota
Kabupaten Magetan, satu-satunya stasiun yang berada di wilayah Kabupaten
Mmagetan terletak di Kecamatan Barat. 4’

3. Visi dan Misi

Adapun setiap instansi ataupun organisasi memeiliki visi misi guna
dijadikan pedoman dalam membuat langkah-langkah untuk menentukan
perkembangan. Sebagaiman Pengadilan Agama Magetan juga memiliki Visi Misi
sebagai berikut:

a. Visi
Adapun visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Magetan adalah mengacu
pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
berbunyi sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang

Agung ”

47 Pengadilan Agama Magetan “Wilayah Yurisdiksi”, https://www.pa-magetan.go.id/tentang-
pengadian/profile-pengadilan (diakses pada 10 Mei 2023)
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b. Misi
Misi merupakan suatu hal yang harus diemban dan dikaksanakan sesuai dengan
visi yang ada, dan di tetapkan supaya tujuan dalam suatu institusi dapat
terlaksana dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan
Agama Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut:
a) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
b) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
dan transparan;
c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
d) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
bagi masyarakat.
4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

PANITERA SEKRETARIS
B Drs. Mat Busiril, MH e B St Mar'stu Ultah, S.Ag

W Skl Martw'ah, SH
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B. Gambaran Umum Daerah Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama
Magetan

Beberapa daerah atau wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan Sidang
keliling oleh Pengadilan Agama Magetan yakni diantaranya terdapat Kecamatan
Kawedanan, Kecamatan Panekan, kecamatan Takeran, Kecamatan Bendo, dan
Kecamatan Plaosan. Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan seperti
berikut:*

Gambar 1.2

Peta Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Magetan
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. Kecamatan Magetan

. Kecamatan Maospati

. Kecamatan Ngariboyo

. Kecamatan Nguntoronadi
Kecamatan Panekan

. Kecamatan Parang
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. Kecamatan Poncol

. Kecamatan Sidorejo

. Kecamatan Sukomoro

. Kecamatan Takeran
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Berikut gambaran umum daearah yang dipakai untuk pelaksanaan Sidang

Keliling:

48 pengadilan Agama Magetan “Wilayah Yurisdiksi”, https://www.pa-magetan.go.id/tentang-
pengadian/profile-pengadilan (diakses pada 11 Mei 2023)
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a. Kecamatan Kawedanan

Kecamatan Kawedanan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan

yang memiliki 20 Desa/Kelurahan, dengan luasnya 39,45 Km?, dan dengan polusai

penduduk 43,058 jiwa. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km? dari Ibu Kota Kabupaten

Magetan. Dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

1.

2.

Sebelah Utara: Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Bendo

Sebelah Timur: Kabupaten Madiun

Sebelah Selatan: Kecamatan Lembeyan

Sebelah Barat: Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Parang, dan Kecamatan

Lembeyan.*

b. Kecamatan Lembeyan

Lembeyan merupakan ssalah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten

Magetan, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak sekitar 21 Km dari pusat Ibu Kota

Kabupaten Magetan ke arah Tenggara melewati Kecamatan Kawedanan. Luas wilayah

kecamatan Lembeyan yakni seluas 54,85 km?. Kecamatan Lembeyan memiliki batas

wilayah sebagai berikut:

1.

2.

Sebelah utara: Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Nguntoronadi
Sebelah selatan: Kabupaten Ponorogo
Sebelah barat: Kecamatan Parang

Sebelah timur: Kabupaten Madiun

4% Ensiklopedia Dunia, https:/p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kawedanan, Magetan (diakses pada 10

Mei 2023)
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Kecamtan Lembeyan memiliki 9 desa yang dibagi menjadi 71 Rukun Warga
(RW), 333 Rukun Tetangga (RT), dan 49 Lingkungan/Dusun.*
c. Kecamatan Panekan
Kecamatan Panekan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan yang
letaknya sekitar 6 Km dari ibu kota kabupaten Magetan ke arah barat laut, dengan pusat
pemerintahannya berada di keluarahan Panekan. Kecamatan Panekan ini merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Magetan yakni
sekitar 57,338 jiwa dengan luas wilayahnya 64,23 Km?, dan terdiri dari 16 Desa 1
Kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Panekan diantaranya:
1. Sebelah Utara: Kecamatan Kendal (sudah termasuk wilayah Kabupaten
Ngawi)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Magetan Kota, Kecamatan Sukomoro, dan
Kecamatan Karas
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Magetan Kota, dan Kecamatan Sidorejo
4. Sebelah Barat: Kecamatan Ngrambe (sudah termasuk Kabupaten Ngawi),
Kecamatan Plaosan, dan Gunung Lawu (Provinsi Jawa Tengah).
Pada tahun 2009, 3 desa yang ada di Kecamatan Panekan berpisan dan
membentuk Kecamatan Sidorejo, desa yang berpisah tersebut diantaranya Sidokerto,

Sumbersawit, dan Widorokandang, sehingga Kecamatan Panekan tersisa 16 desa dan

50 https://lembeyankec.magetan.go.id/profil/sejarah/ (diakses pada 29 Agustus 2023)
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1 kelurahan. Desa ini terletak di daerah pegunungan sehingga memiliki potensi untuk
pengembangan ekonomi kreatif >
d. Kecamatan Takeran
Salah satu kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Magetan selanjutnya yakni Kecamatan Takeran. Kecamatan ini
terletak sekitar 17 Kilometer dari ibu Kota Kabupaten Magetan. Kecamatan ini
merupakan kecamatan paling timur di Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan:
1. Sebelah Utara: Kecamatan Bendo dan Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Nguntoronadi dan Kabupaten Madiun
4. Sebelah Barat: Kecamatan Bendo, Kawedanan, dan Nguntoronadi
Kecamatan ini memiliki total populasi penduduknya sekitar 39,124 Jiwa
dengan luas wilayahnya yakni 25,46 Km?2dan memiliki 12 Desa/Kelurahan.®?
e. Kecamatan Bendo
Jarak Kecamatan Bendo dengan ibu kota Kabupaten Magetan yakni sekitar 12
Km kea rah Timur melalui Kawedanan. Kecamatan ini memiliki 42,324 jiwa dengan
luas wilayahnya 42,90 Km? terdiri dari 16 desa/kelurahan. Batas-batas wilayahnya

diantaranya:

51 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panekan, Magetan (diakses pada 10 Mei
2023)

52 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Takeran, Magetan (diakses pada 10 Mei
2023)

48


https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Panekan%2C_Magetan
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Takeran%2C_Magetan

1.  Sebelah Utara: Kecamatan Maospati dan Kabupaten Madiun

2. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun

3. Sebelah Selatan: Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Takeran

4.  Sebelah Barat: Kecamatan Sukomoro dan Ke camatan Maospati.>
f. Kecamatan Plaosan

Kecamatan terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu Kecamatan Plaosan yang
berjarak sekitar 11 km dari ibu kota Kabupaten Magetan. Salah satu primadona wisata
Kabupaten Magetan terletak di Kabupaten ini yakni Telaga Sarangan yang berada di
kaki Gunung Lawu. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 66,09 Km? terdapat 13 desa
2 kelurahan dan populasi penduduknya sekitar 51,731 jiwa. Sebelum adanya
pemekaran wilayah, Kecamatan ini memiliki 17 desa, lalu pada tahun 2009 4 desa
berpisah dan bergabung dengan Kecamatan Sidorejo. Kecamatan Plaosan memiliki
batas wilayahnya sebagai berikut:

1.  Sebelah Utara: Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Sine (keduanya

termasuk wilayah Kabupaten Ngawi)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Sidorejo
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Poncol dan Kecamatan Ngariboyo

4.  Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah).>

53 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bendo, Magetan (diakses pada 10 Mei
2023)
5 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Plaosan, Magetan (diakses pada 10 Mei
2023)
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C. Paparan dan Analisis Data

a. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun

2017-2022

PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu
dan tempat oleh Pengadilan Agama, maupun instansi yang bersangkutan seperti KUA,
atau Kantor Kecamatan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan ataupun
perkara lainnya dalam sidang keliling. Pelayanan terpadu memiliki tujuan untuk
mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dalam bidang hukum, juga
membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan hak atas akta
perkawinan, buku nikah, maupun akta kelahiran.>®

Pelayanan terpadu yang diberikan berupa persidangan perkara pengesahan
perkawinan atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan
perkawinan oleh KUA Kecamatan dan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.>®

Adapun manfaat adanya pelayanan terpadu sidang keliling yang dapat diberikan
kepada masyarakat yakni mempermudah anggota masyarakat mencatatkan pernikahan
atau kelahirannya yang belum tercatat, memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan dan kesulitan

mengakses pelayanan di kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

% pasal 2 a dan b, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang layanan terpadu sidang keliling
% pasal 3 ayat 1 dan 2, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentan layanan terpadu sidang keliling

50



Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan baik secara ekonomi maupun geografis nya, dan
mempermudah masyarakat dari semua kalangan seperti perempuan, orang tua atau
penyandang disabilitas.>’

Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling dengan tujuan
membantu masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dan lokasinya jauh dari
kantor Pengadilan Agama. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan
pada awalnya dilaksanakan di dua lokasi berbeda yaitu di Kecamatan Takeran dan
Kecamatan Panekan. Perlu diperhatikan, meskipun hanya dilaksanakan di dua
kecamatan, akan tetapi Pengadilan Agama tidak hanya menerima perkara dari
kecamatan tempat dilaksanakannya sidang keliling, tetapi juga menerima perkara dari
kecamatan sekitarnya, hanya pelaksanaannya saja yang dilakukan di dua tempat secara
bergantian. Pelaksanaan sidang keliling mulai tahun 2022 kemarin oleh Pengadilan
Agama Magetan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, hal ini serupa dengan
pemaparan yang disampaikan oleh Mat Busiril selaku panitera, yakni:

“Tahun 2022 kemaarin sidang keliling di PA Magetan dilaksanakan 2 kali dalam

1 tahun, dan telah dilaksanakan di beberapa Kecamatan, diantaranya

Kecamatan Kawedanan, Lembeyan, Takeran, Bendo, Panekan. Yang masih

dalam wilayah yurisdiksi PA Magetan >

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di

Kecamatan Lembeyan, dengan menyebarkan pengumuman di media sosial satu bulan

sebelum pelaksanaan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan

57 Pasal 4 ayat a-d, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang layanan terpadu sidang keliling
%8 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 21 Februari 2023)
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Lembeyan selama kurang lebih satu minggu sebelum dilaksanakannya sidang keliling.
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Magetan menerima total 19 perkara sidang
keliling. Rinciannya adalah sebagai berikut: 12 perkara cerai gugat, 5 perkara cerai
talak, 1 permohonan dipensasi kawin, dan 1 permohonan isbat nikah.*® Pada tahun ini
faktor masyarakat dan penegak hukum serta sarana prasarana cukup mendukung jika
dilihat dari perkara yang masuk dalam sidang keliling.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun tersebut direspon cukup baik oleh
masyarakat, karena mereka mendapat informasi sidang keliling dari berbagai sumber,
mulai dari pihak kantor desa, kantor kecamatan hingga petugas pengadilan memberi
informasi secara langsung ke masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya
kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat dan sarana prasarana dalam
mewujudkan pelaksanaan sidang keliling.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Pengadilan Agama Magetan menerima total
perkara sebanyak 15 perkara dengan rincian sebagai berikut; 10 perkara cerai gugat, 5
perkara cerai talak yang dilaksanakan di Kecamatan Kawedanan. Pada tahun 2018 ini
mengalami penurunan perkara yang masuk dalam sidang keliling. Hal ini dikarenakan
pemberitahuan informasi yang kurang merata kepada masyarakat sehingga banyak
yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan sidang keliling. Petugas Pengadilan Agama

tidak melakukan sosialisasi dan memberitahukan informasi secara langsung kepada

%9 Pengadilan Agama Magetan “Sidang Keliling”, https://www.profile-pa-magetan.php/tentang-
pengadian/profile-pengadilan (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)
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masyarakat sehingga banyak dari mereka yang tertinggal informasi tersebut dan
menyelesaikan perkara di kantor Pengadilan Agama secara langsung.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun tersebut mengalami penurunan akibat
kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Pada tahun sebelumnya petugas
Pengadilan Agama memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung, akan
tetapi pada tahun ini tidak dilakukan sama seperti sebelumnya. Pengadilan Agama
Magetan hanya memberikan sosialisasi kepada aparat atau pejabat pemerintah desa saja
dikarenakan keterbatasan waktu. Sehingga pelaksanaan sidang keliling pada tahun2018
ini mengalami penurunan akibat kurangnya komunikasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling di Kecamatan
Panekan. Pelaksanaan sidang keliling pada tahun ini mengalami kenaikan lagi, dengan
total perkara yang diterima yaitu 27 perkara. Perkara yang paling banyak adalah cerai
gugat sebanyak 14 perkara, cerai talak 8 perkara, dispensasi kawin 1 perkara, dan 4
perkara isbat nikah.

Banyaknya perkara dikarenakan pada sidang keliling tahun ini pihak yang
mendaftar tidak hanya dari kecamatan Panekan saja, melainkan juga dari kecamatan
sekitarnya, seperti kecamatan Sidorejo dan Plaosan. Selain itu perkara yang
diselesaikan merupakan perkara yang belum putus atau belum berkekuatan hukum
tetap pada persidangan sebelumnya. Sehingga hal tersebut menjadikan angka perkara
mengalami kenaikan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari faktor faktor yang
menjadikan angka perkara mengalami kenaikan seperti faktor penegak hukum yang

memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya sidang
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keliling yang menerima perkara tidak hanya dari kecamatan Panekan saja tapi juga dari
beberapa kecamatan sekitarnya. Pelaksanaan sidang keliling tahun 2019 ini juga
mendapat respon baik dari masyarakat dikarenakan letaknya yang strategis dan sarana
prasarana yang diberikan oleh Pengadilan Agama Magetan yang mendukung.®

Pada tahun 2020 pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Lembeyan hanya ada
18 perkara yang masuk. Kecamatan ini terletak cukup jauh dari pusat kota sekitar 21
Km. Kecamatan ini terletak diantara 2 perbatasan kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun
dan Kabupaten Ponorogo. Pengadilan Agama Magetan hanya menangani 11 perkara
cerai gugat, 7 cerai talak, dan 1 perkara wali adhal dikarenakan pada tahun ini sedang
ada pembatasan perkara akibat pandemi COVID-19 sehingga perkara yang masuk juga
mengalami penurunan.

Pelaksanaan sidang keliling tahun ini mengalami penurunan kembali akibat
adanya wabah COVID-19 dan munculnya peraturan untuk tidak berkerumun sehingga
Pengadilan Agama Magetan membatasi pihak yang mendaftar sidang keliling. Hal ini
tentunya mengakibatkan penurunan angka perkara yang masuk pada sidang keliling.
Akan tetapi pemberian pelayanan dan fasilitas tetap maksimal dan mendapatkan respon
baik oleh masyarakat.5*

Tahun 2021, pelaksanaan sidang keliling di kecamatan Kawedanan. Ada 9
perkara cerai gugat, 5 cerai talak, 1 dispensasi kawin dan 1 perkara wali adhal. Di tahun

ini, sidang keliling hanya menerima 16 perkara, lebih sedikit dibanding tahun

60 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)
61 Wakhidah, wawancara, (Magetan, 11 Mei 2023)
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sebelumnya dikarenakan pembatasan pihak yang mendaftar akibat adanya COVID-19
sama seperti tahun sebelumnya.

Pelaksanaan sidang keliling tahun 2021 meskipun adanya pembatasan
berkerumun sama seperti tahun sebelumnya Pengadilan Agama Magetan tetap
melaksanakan sidang keliling. Akan tetapi pada tahun ini, Pengadilan Agama Magetan
hanya memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum dan hanya
melaksanakan 2 sidang permohonan yaitu dispensasi kawin dan wali adhal.

Tahun 2022, Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling
sebanyak dua kali, dan pelaksanaannya hanya di satu kecamatan saja yakni Kecamatan
Sidorejo. Akan tetapi Pengadilan Agama Magetan tidak hanya menerima pihak dari
Kecamatan Sidorejo saja, melainkan juga menerima perkara dari kecamatan sekitarnya,
seperti Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan, dan Kecamatan Poncol. Sehingga
pada sidang keliling tahun 2022 ini perkara yang masuk di Pengadilan Agama Magetan
mengalami peningkatan karena penggabungan beberapa kecamatan, dan juga sidang
yang dilaksanakan tidak hanya perkara yang baru masuk saja, akan tetapi juga adanya
perkara sebelumnya yang belum putus lalu dilanjutkan pada sidang keliling.

Faktor lainnya juga dikarenakan daerah kecamatan Sidorejo dan sekitarnya ini
adalah salah satu daerah yang paling banyak jumlah perkaranya yang masuk di

Pengadilan Agama Magetan. Sidang keliling tahun 2022 sebanyak 72 perkara, yakni
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42 perkara cerai gugat, 18 perkara cerai talak, 5 perkara dispensasi kawin, 8 perkara
isbat nikah, dan 1 perkara wali adhal.®?

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan dilaksanakan di
beberapa daerah akan tetapi masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Magetan. Sebelum menentukan tempat dan waktu sidang keliling, Pengadilan Agama
Magetan terlebih dahulu mempertimbangkan daerah mana saja yang dapat ditempati,
lalu banyaknya perkara yang masuk di daerah yang akan dituju untuk melaksanakan
sidang keliling. Pemilihan tempat untuk melaksanakan sidang keliling juga harus
memenuhi beberapa kriteria seperti yang telah dijelaskan Mat Busiril selaku Panitera,
yakni:

“Beberapa kriteria untuk menentukan tempat sidang keliling diantaraya

tempatnya dapat dijangkau Pengadilan Agama, tempatnya memungkinkan untuk

dilaksanakan sidang keliling, yakni ada untuk ruang sidang, ruang tunggu,

ruang mediasi, ruang pelayanan dan informasi, tempat parkir, dan listrik untuk
penerangan yang cukup %3

Hal tersebut bertujuan untuk kenyamanan bersama, khususnya masyarakat atau
pihak yang akan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sidang keliling. Selain itu juga
sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) yakni penempatan ruang
sidang pada pelayanan terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat

penerima manfaat Pelayanan Terpadu.®*

62 Wakhidah, wawancara,(Magetan, 11 Mei 2023)
83 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)
64 pasal 9 ayat 3, PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
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Ketika akan melaksanakan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan telah
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sejak lama, hal tersebut diharapkan
supaya pelaksanaan sidang keliling dapat terlaksana dengan maksimal, dalam
persiapannya Pengadilan Agama Magetan mengadakan pertemuan dengan Kepala
Kecamatan, Kepala Desa dan beberapa perangkat desa guna mendiskusikan dan
memberikan informasi tentang pelaksanaan sidang keliling yang akan dilaksanakan di
Kecamatan tersebut. Pertemuan itu selain membahas jadwal pelaksanaan, dan
sosialisasi mengenai sidang keliling bertujuan mengedukasi, memberi informasi, dan
menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana
yang dijelaskan oleh Wakhidah selaku Hakim.:

“Pengadilan Agama Magetan telah mempersiapkan sidang keliling jauh-jauh

hari, dan juga biasanya diusahkan perkara yang sekali putus, seperti perkara

permohonan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hanya perkara
tertentu saja yang dapat diselesaikan dalam sidang keliling, semua perkara
dapat diselesaikan seperti cerai talak, cerai gugat, dispensasi nikah dll. Sebelum
melaksanakan sidang keliling, kami juga memberikan sosialisai terkait

pelaksanaan sidang keliling bersama dengan kepala desa yang ada di

Kecamatan tersebut guna memberikan arahan dan informasi mengenai

pelaksanaan sidang keliling, sidang keliling selain melaksanakan atau

memberikan pelayanan berupa persidangan, juga memberikan pelayanan
berupa pengambilan produk hukum "®

Dalam wawancara dapat diketahui bahwa sidang keliling tidak hanya melakukan
persidangan saja, akan tetapi dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama
Magetan juga memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum.

Pengambilan produk hukum antara lain pengambilan akta, dalam pengambilan produk

8 Wakhidah, wawancara, (Magetan, 11 Mei 2023)

57



hukum boleh diwakilkan, dengan syarat harus membawa surat kuasa. Hal tersebut
menjadikan Pengadilan Agama Magetan berinovasi, ketika pengambilan produk
hukum, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka Pengadilan Agama
Magetan menerbitkan aplikasi TARO (Take and Record Registration Court), sistem
kerja aplikasi ini dengan cara mengoreksi foto pihak ketika mendaftar dan mengambil
produk hukum, sehingga sudah terekam identitas pihak yang berperkara. Aplikasi ini
diperkenalkan langsung oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy yang dahulunya selaku
Ketua Pengadilan Agama Magetan dan sekarang sudah di mutasi ke Pengadilan Agama
lain. Aplikasi ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan ataupun tindak kejahatan
ketika proses berperkara di Pengadilan Agama Magetan, selain itu aplikasi ini juga
digunakan sebagai monitoring dan evaluasi dalam proses berperkara. Nantinya setiap
orang yang berperkara harus melakukan verifikasi untuk membuktikan keaslian
identitas pihak yang berperkara, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun
tindak kejahatan pemalsuan identitas pihak yang berperkara.®®

Pelaksanaan Sidang Keliling, selain memberikan pelayanan berupa persidangan
Pengadilan Agama Magetan dan melayani masyarakat yang ingin mencari informasi
berperkara di Pengadilan. Untuk menentukan biaya panjar sidang keliling sama dengan
penentuan panjar sidang di Pengadilan. Menurut Mat Busiril selaku Panitera, yaitu:

“Dalam penentuan biaya panjar ini sama, yakni radius ditentukan dari kantor

Pengadilan Agama Magetan hingga rumah atau wilayah pihak yang
berperkara.”

% Admin Pengadilan Agama Magetan, https://pa-magetan.go.id/berita-seputar-peradilan/437-
pengadilan-agama-magetan-melaunching-aplikasi-taro (diakses pada 15 Mei 2023)
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Dari wawancara tersebut maka untuk menentukan biaya panjar dalam
pelaksanaan sidang keliling tetap sama seperti dalam SK Panjar Biaya Perkara
Pengadilan Agama Magetan, yakni penghitungan 0 Km dari Kantor Pengadilan
Agama, karena pemanggilan pihak tetap dilakukan dari kantor Pengadilan Agama.

Biaya radius Pengadilan Agama Magetan sendiri menetapkan sebesar:®’

Radius | : Rp 110.000
Radius 11 : Rp 140.000
Radius 111 : Rp 170.000

Berbagai keterangan diatas menunjukkan Pengadilan Agama Magetan dalam
menentukan dan melaksanakan Sidang keliling dilihat dari dua aspek utama yakni:
Pertama, jumlah pihak yang berperkara di daerah tersebut. Kedua, jarak tempuh daerah
tersebut dengan Pengadilan Agama Magetan. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut
yakni daerah Kecamatan Plaosan, Kecamatan, Lembeyan, Kecamatan Takeran,
Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Takeran, dan Kecamatan Panekan. Selain daerah
yang telah disebutkan tidak memenuhi aspek utama untuk melaksanakan sidang
keliling di daerah tersebut. Sehingga hal ini juga telah sejalan dengan penerapan SEMA
No. 1 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dalam BAB Il Pasal 2

mengenai Tujuan dan Ruang Lingkup Sidang Keliling.®

67 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magetan No. W13-A26/02/HK.05/SK/1/2023 Tentang
Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Magetan
% SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
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Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan telah berjalan sekitar
kurang lebih 10 tahun, pada awal pelaksanaannya pada tahun 2013 hingga sekarang
tahun 2023. Penulis meneliti pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama
Magetan mulai tahun 2017 hingga 2022 dan yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian data pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022

No | Tahun | Cerai Cerai | Dispensasi | Wali Perkara lain | Total
gugat talak Kawin adhal | (isbat nikah)
1 2017 12 5 1 0 1 19
2 2018 10 5 0 0 0 15
3 2019 14 8 1 0 4 27
4 2020 11 7 0 1 0 18
5 2021 9 5 1 1 0 16
6 2022 42 18 5 1 8 72

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan

b.  Efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan
tahun 2017-2022

Efektivitas yang berasal dari kata efektif yakni tercapainya keberhasilan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum maksudnya adalah

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, diukur dari suatu

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil

penelitian, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan dapat dianalisa
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berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto jika memenuhi lima faktor,
yaitu:®

a.  Faktor hukum

Ketua Pengadilan Agama Magetan melakukan inovasi dengan melaksanakan
sidang keliling pada tahun 2013. Sidang keliling tersebut dilaksanakan atas dasar
SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, saat itu
Pengadilan Agama Magetan hanya menyidangkan 8 perkara. Seiring berjalannya
waktu, pada tahun 2017-2022 Pengadilan Agama Magetan semakin intensif untuk
melaksanakan sidang keliling, dengan adanya kenaikan angka perkara yang masuk
setiap tahunnya.”

Hal tersebut sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan
Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama maka Pengadilan
Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di lokasi yang jauh dari kantor
Pengadilan. Hal tersebut sudah cukup sistemastis dengan apa yang telah di laksanakan
di Pengadilan Agama Magetan.”

Faktor lain yang mendukung hal tersebut yakni masyarakat wilayah yang jauh
bisa mengakses peradilan sebagaimana tujuan pada PERMA No. 1 tahun 2015. Selain

memberikan pelayanan berupa pelaksanaan sidang, Pengadilan Agama Magetan juga

8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada,2007), 8-9.

0 Ridwan Anwar, “PA Magetan Gelar Sidang Keliling”,https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-
peradilan-agama/berita-daerah/pa-magetan-gelar-sidang-keliling-126 (diakses pada 31 Agustus 2023)

1 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)
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memberikan pelayanan berupa pengambilan produk hukum, dan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai sidang keliling dan penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan
Agama Magetan. Dengan demikian, faktor hukum pelaksanaan sidang keliling di
Pengadilan Agama Magetan dapat dikatakan efektif karena pelaksanaannya sesuai
dengan dasar hukum pelaksanaan sidang keliling.

b.  Faktor penegak hukum

Faktor selanjutnya yaitu faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur penegak hukum yang mampu
memberi kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Aparatur disini
pengertiannya mencakup institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang
menegakkan hukum."

Beberapa instansi yang bekerja sama melaksanakan sidang keliling juga telah
menjunjung tinggi nilai integritas, khususnya Pengadilan Agama Magetan yang telah
membangun zona integritas sejak tahun 2019. Aparat seperti Hakim, Panitera, dan
seluruh anggota Pengadilan Agama Magetan ikut membantu menjalankan program
sidang keliling ini dengan baik. Instansi lain seperti KUA yang membantu dalam proses
administrasi pencatatan pernikahan, ataupun Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
(FORKOMPINCA) yang telah membantu dalam melaksanakan sosialisasi kepada

masyarakat.”®

72 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indoenesia”, Jurnal Pendidikan Agama dan
Sains, (2022), 55-56
3 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)
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Pengadilan Agama Magetan merupakan Pengadilan kelas 1B yang didalamnya
memiliki 4 hakim. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Magetan Kketika
melaksanakan sidang keliling di satu tempat saja. Demikian yang menjadikan sidang
keliling kurang efektif di Pengadilan Agama Magetan.”* Akan tetapi pada tahun 2022
Pengadilan Agama Magetan memutus 72 perkara dalam sidang keliling, hal ini
dikarenakan perkara yang diputus dalam sidang keliling merupakan lanjutan dari
perkara yang disidangkan di kantor Pengadilan Agama Magetan. Selain itu, sidang
keliling pada tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dilaksanakan
sekali dalam 1 tahun, pada tahun ini Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang
keliling sebanyak 2 kali dalam setahun sehingga menambah angka perkara yang
diterima.

c.  Faktor sarana atau Fasilitas

Faktor ini memiliki peranan penting dalam penegakkan hukum. Apabila faktor
ini tidak ada, maka penegakan hukum akan terhambat dan tidak berjalan optimal.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai efektivitas hukum™, yakni sarana secara fisik sebagai pendukung seperti
adanya ruang sidang yang terdiri dari meja hakim, kursi, alat ketik, listrik, ruang untuk
mediasi yang memadai, ruang tunggu untuk para pihak, hingga tempat parkir. Dalam

pelaksanaannya, Pengadilan Agama Magetan bekerjasama dengan Kecamatan untuk

74 “PA Magetan Gelar Sidang Keliling | (12/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.”

75 Bimo Aldhy Syahfiputro, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
pengelolaan tempat parkir’(Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang,2017),
https://eprints.umm.ac.id/37848/
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pelaksanaan sidang keliling dan menempati aula Kantor Kecamatan.”® Pengadilan
Agama Magetan telah mempersiapkan sarana dan prasarana sejak pelaksanaan sidang
keliling. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 ketika ada wabah COVID-19 melanda,
sehingga ada hal lain yang mengakibatkan jumlah perkara yang masuk sedikit, yaitu
adanya pembatasan berkerumun di masyarakat. Berbeda halnya pada tahun 2022,
sarana dan prasarana yang diberikan semakin baik dan tidak adanya social distancing
maka jumlah perkara yang masuk tidak ada pembatasan. Hal tersebut telah
dipersiapkan dengan baik oleh Pengadilan Agama dan Kecamatan yang telah ditunjuk
sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling. Maka secara faktor sarana atau fasilitas
telah sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahunnya.

d.  Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam
pelaksanaan sidang keliling. Apabila Masyarakat tidak sadar dan tidak patuh akan
hukum, maka sulit untuk berlaku efektif.”” Faktor ini berdasarkan hasil wawancara
dengan Kunarsih selaku Kasi Sosial Kecamatan Kawedanan yakni salah satu
kecamatan yang telah 2 kali dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling oleh
Pengadilan Agama Magetan.

“Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Sidang Keliling ini sangat baik,
mereka yang memiliki permasalahan yang tadinya belum terselesaikan akhirnya

76 Mat Busiril, wawancara, (Magetan, 9 Mei 2023)

77 Brigitta Maria Bereklau, “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan fungsi POSBAKUM
di  Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” Kertha Desa, no. 8(2020):4,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66333
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ikut mendaftar, bahkan terkadang tidak hanya dari kecamatan Kawedanan sini
saja, akan tetapi dari kecamatan sekitar sini terkadang juga ikut mendaftar. ™

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat menerima dengan baik
adanya pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Kawedanan. Selain Kecamatan
Kawedanan, Kecamatan Sidorejo juga merupakan salah satu Kecamatan yang sering
dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling. Sebagaimana keterangan yang
disampaikan oleh Pulung Larson selaku Kepala Desa Sidorejo:

“Masyarakat desa sidorejo menerima dengan baik dengan adanya pelaksanaan

sidang keliling ini, karena dengan begitu memudahkan warga yang berperkara,

apalagi bagi warga yang usianya sudah renta dan kesulitan untuk datang ke
kantor pengadilan. Selain dari warga sidorejo, warga sekitar sidorejo ini juga

diperbolehkan untuk mendaftar kesini, sehingga hal tersebut sangat membantu
juga buat warga sekitar”’™®

Tabel 3
Data pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Magetan 2017-2022
No. Tahun Jumlah perkara
1 2017 19 perkara
2 2018 15 perkara
3 2019 27 perkara
4 2020 18 perkara
5 2021 16 perkara
6 2022 72 perkara

Sumber: Pengadilan Agama Magetan
Dengan kenaikan angka tersebut, meskipun masih fluktuatif kesadaran hukum
masyarakat dapat dikatakan meningkat dan masyarakat menerima baik adanya
pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan ini. Dapat dilihat pada

tahun 2017-2019 jumlah perkara mengalaimi kenaikan meskipun pada tahun 2020 dan

8 Kunarsih, wawancara, (Magetan, 15 Mei 2023)
72 Pulung Larson (Kepala Desa Sidorejo),wawancara, (16 Juni 2023)
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2021 mengalami penurunan lagi dikarenakan pembatasan berkerumun, kemudian
dibuktikan kembali pada tahun 2022 dimana jumlah perkara mengalami kenaikan
cukup drastis dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa Sidorejo yaitu Pulung Larson,
desa Sidorejo yang berada di Kecamatan Sidorejo ini sering kali menjadi tempat
pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Magetan, dalam hasil wawancara
yang telah penulis lakukan yakni dalam hal pemberitahuan informasi mengenai sidang
keliling kepada masyarakat sudah cukup merata..?® Pelaksanaan sidang keliling di
Kecamatan Sidorejo ini tidak hanya menampung satu Kecamatan saja, akan tetapi juga
menampung dari kecamatan sekitarnya, seperti Kecamatan Plaosan, Poncol, maupun
Takeran yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan Sidorejo. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan adanya hakim sehingga Pengadilan Agama Magetan berinisiatif
menggabungkan beberapa kecamatan sekitarnya, sehingga hal tersebut juga dapat
menghemat waktu pelaksanaan sidang keliling.

e.  Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan merupakan
hasil dari kegiatan atau akal budi manusia, seperti adat istiadat, akhlak, kesenian, ilmu
pengetahuan. Faktor ini yang mengatur kebiasaan manusia dalam bermasyarakat.
Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus akan menjadi suatu

kebudayaan masyarakat. Adanya social planning dapat digunakan untuk

8 Pylung Larson, wawancara, (Magetan, 16 Juni 2023)
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mempengaruhi masyarakat dengan sistem teratur. Hukum disebarluaskan supaya dapat
melembaga dimasyarakat dan memengaruhi perilaku masyarakat. Adanya wadah
komunikasi untuk masyarakat salah satu upaya menyebarluaskan informasi hukum.
Pihak yang ingin mengetahui informasi dapat mengakses laman resmi Pengadilan

Agama Magetan www.pa-magetan.go.id serta akun sosial media lainnya seperti

Instagram dan Facebook untuk mengetahui dengan mudah seputar Pengadilan Agama
Magetan.8!

Adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam menyikapi sidang keliling mulai
dari anak muda hingga orang tua memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menerima
informasi. Ketika mereka menerima informasi dari kepala desa, lalu disebar luaskan
baik melalui Whatsapp, maupun sosial media, ataupun mulut ke mulut oleh orang tua
yang notabenenya bukan pengguna handphone dan sosia media. Sehingga informasi
dapat diterima seluruh warga desa. Akan tetapi Kembali lagi kepada Masyarakat, tidak
semua warga dapat mengakses atau mencari informasi melalui website atau sosial
media, sehingga alangkah lebih baik adanya sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat mengenai berperkara di Pengadilan Agama Magetan. Pada tahun 2022,
faktor kebudayaan sedikit demi sedikit telah mengikuti perkembangan. Meskipun tidak
semua menggunakan teknologi, akan tetapi budaya getok tular tetap berkembang di

masyarakat sehingga membantu mereka yang kurang mengerti teknologi.

8 Brigitta Maria Bereklau, “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan fungsi POSBAKUM
di  Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” Kertha Desa, no. 8(2020):9,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66333
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Tabel 4

Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022

No Faktor Bentuk Efektif/Tidak

1 Faktor Hukum | SEMA No. 10 tahun 2010 Efektif, dikarenakan
tentang Pedoman pelaksanaan sidang keliling

Pemberian Bantuan di Pengadilan Agama

Hukum dan PERMA No. 1 Magetan sudah sesuai

tahun 2015 tentang dengan dasar hukum
Pelayanan Terpadu Sidang | pelaksanaan sidang keliling.

Keliling.
2 | Faktor Penegak Aparat penegak hukum Kurang Efektif, dikarenakan
Hukum seperti Hakim, Jaksa,

Kepolisian hingga

Lembaga Masyarakat

pelaksanaan sidang keliling

yang masih terbatas pada
satu lokasi saja
menyebabkan pelaksanaan
sidang keliling mengalami
sedikit hambatan dan

menjadikan perkara yang

diterima Pengadilan Agama

Magetan sedikit.
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Faktor Sarana

atau Fasilitas

Ruang sidang, tempat
mediasi, listrik, hingga

jaringan internet yang baik

Efektif, dikarenakan
Pengadilan Agama Magetan
selain melaksanakan sidang
penyelesaian perkara,
mereka juga memberikan
pelayanan pengambilan
produk hukum dengan
menyediakan pelayanan
terpadu ketika sidang

keliling itu dilaksanakan.

Faktor

Masyarakat

Antusiasme masyarakat,
kesadaran hukum

masyarakat

Efektif, jika dilihat dari
laporan data yang ada,
antusiasme masyarakat
mengalami kenaikan,
sehingga menjadikan
kesadaran hukum
masyarakat juga meningkat
dikarenakan adanya
sosialisasi yang diberikan

Pengadilan Agama Magetan
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sebelum dilaksanakannya

sidang keliling

Faktor

Kebudayaan

Penyebaran informasi
melalui platform sosial
media, sosialisasi hingga

selebaran

Kurang efektif, dalam hal
penyampaian informasi
kepada masyarakat berupa
sosialisai, penyebaran
informasi melalui website,
sosial media, maupun
kepada perangkat desa dan
kecamatan, alangkah lebih
baik Pengadilan Agama
Magetan memberikan
selebaran guna penyampaian
informasi mengenai
pelaksanaan sidang keliling,
karena dengan hal tersebut
informasi dapat menjangkau

lebih banyak masyarakat.
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Berdasarkan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan 5 faktor oleh teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022 ini dapat dikatakan
efektif, hanya saja setiap faktor memiliki hambatan berbeda setiap tahunnya. Faktor
penegak hukum dengan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama sehingga
pelaksanaannya harus dilakukan secara bergantian atau menggabungkan beberapa
kecamatan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. Akan
tetapi hal tersebut tidak menjadikan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama
Magetan terhambat, karena jarak antar kecamatan di sekitarnya tidak begitu jauh,
sehingga Masyarakat kecamatan lain masih dapat mengikuti sidang keliling dengan
efektif. Faktor adat atau kebudayaan, yakni seperti keterbatasan penggunaan media
sosial pada masyarakat yang kurang mengerti adanya teknologi. Pengadilan Agama
Magetan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna menyebarkan informasi
yang lebih efektif. Akan tetapi, supaya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan
Agama Magetan dapat dilaksanakan lebih efektif, dalam penyebaran informasi
menggunakan selebaran akan menjangkau lebih banyak masyarakat akan adanya

pelaksanaan sidang keliling.
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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas
pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022, penulis
menyimpulkan bahwa: Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
Magetan dapat dikatakan telah efektif dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu. Pelaksanaan sidang keliling juga sama dengan
pelaksanaan sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Magetan.

Efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Magetan tahun 2017-2022
berdasarkan beberapa faktor oleh teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,
berdasarkan hasil penelitian jika secara faktor yang pertama yaitu faktor hukum, telah
efektif karena sidang keliling telah dilaksanakan sesuai tujuan PERMA No. 1 Tahun
2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama. Kedua, yakni
faktor penegak hukum, dikarenakan keterbatasan ketersediaan hakim yang hanya ada
4 orang hakim saja, sehingga pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilakukan di satu
tempat dan menggabungkan beberapa kecamatan atau dilaksanakan secara bergantian
di kemudian hari. Sehingga hal ini cukup menghambat pelaksanaan sidang keliling
yang apabila jumlah hakim lebih banyak, akan dapat dilaksanakan di beberapa tempat

dalam satu hari. Kemudian yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas, telah efektif Karena



telah memenuhi kebutuhan untuk melakukan proses persidangan dan memudahkan
masyarakat untuk melakukan persidangan, mediasi, maupun pelayanan informasi.
Keempat, faktor Masyarakat telah efektif karena antusiasme dan kesadaran hukum
masyarakat mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kelima, yakni faktor kebudayaan,
kurang efektif karena minimnya informasi, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat
akan kesadaran hukum. Sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada Masyarakat secara
langsung, dan pembagian selebaran informasi pelaksanaan sidang keliling supaya

dapat diterima dengan baik informasi yang ada.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling
di Pengadilan Agama Magetan, penulis ingin menyampaikan sedikit masukan, yaitu:

Berdasarkan kondisi sosial di daerah Magetan yang masih minim, penulis
berharap, selain adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan sidang keliling juga adanya
sosialisasi terkait peningkatan kesadaran akan pentingnya kesadaran hukum, dan juga
menyebarkan informasi kepada masyarakat lebih luas tidak hanya melalui sosial media
saja akan tetapi dapat menyebarkan informasi melalui selebaran guna menjangkau
masyarakat lebih luas. Penulis berharap agar pelayanan di Pengadilan Agama Magetan
mengalami peningkatan dan tetap sesuai prosedur serta menjunjung tinggi nilai

integritas.
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Hakim:

PEDOMAN WAWANCARA

Perkara apa saja yang ditangani oleh hakim dalam pelaksanaan sidang keliling?
Bagaimana pendapat hakim mengenai pelaksanaan sidang keliling disetiap
tahunnya?

Bagaimana cara penyelesaian terhadap perkara yang belum putus pada sidang
keliling sebelumnya?

Bagaimana antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
Adakah hambatan pelaksanaan sidang dalam sidang keliling? Hambatannya

seperti apa?

Panitera:

1.

Bagaimana/kriteria seperti apa dalam menentukan tempat untuk melaksanaan
sidang keliling?

Apakah ada kriteria/persyaratan khusus untuk dapat berperkara melalui sidang
keliling?

Apakah ada penentuan biaya radius dalam proses pemanggilan pihak yang
berperkara dalam sidang keliling?

Bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran perkara pada sidang keliling?
Apakah harus ke PA Magetan terlebih dahulu?

Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberitahuan bahwa akan ada pelaksanaan
sidang keliling di daerah tersebut?

Apakah ada hambatan pada masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
Bagaimana antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling?
Apakah akan ada inovasi baru terkait pelaksanaan sidang keliling di PA

Magetan?

Kasi Sosial Kec. Kawedanan:

1.

Sudah berapa kali diadakan sidang keliling dari Pengadilan Agama Magetan di

Kecamatan Kawedanan ini?
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Bagaimana antusiasme masyarakat dengan adanya pelaksanaan sidang keliling
di kecamatan Kawedanan?
Apakah pelayanan sidang keliling yang diberikan kepada masyarakat cukup

memuaskan?

Kepala Desa Sidorejo:

1.

Sudah berapa kali Pengadilan Agama Magetan melaksanakan sidang keliling di
Sidorejo?

Bagaimana respon/antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan sidang
keliling di Sidorejo ini?

Apakah sebelum dilaksanakan sidang keliling, Pengadilan Agama Magetan
memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak Kecamatan/Desa?
Bagaimana aparatur kecamatan/desa menyampaikan informasi terkait sidang

keliling ini kepada masyarakat?
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